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MOTTO 
 
“Tak perlu sama, kau hanya perlu seirama“ 
 
“Setiap orang memiliki proses masing-masing, jalani, nikmati dan syukuri saja 
prosesmu” 
 
“Menjadi orang baik itu mudah, dengan diam maka yang tampak adalah kebaikan. 
Yang sulit adalah menjadi orang yang bermanfaat, karena butuh perjuangan untuk 
memberi manfaat” (K.H. Sahal Mahfudz).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ix 
 
PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah 
memberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada 
waktu yang diharapkan. Tak lupa skripsi ini saya persembahkan untuk: 
1. Kedua orang tua saya, bapak Sutaji dan Ibu Siti Subai‟ah yang sudah 
mencurahkan doa dan segala upayanya agar dapat mensekolahkan saya 
hingga jenjang perkuliahan ini. Untuk kedua adik saya, Muhammad 
Saddam Ar-Rizki dan Shofia Fatimatuzzahra,  terimakasih untuk semangat 
dan doanya. 
2. Terimakasih untuk orangtua kedua ku selama menempuh pendidikan di 
Solo, Ibu Siti Rodliyah dan Bapak Jayusman, juga ketiga adik saya Yustia 
Crysanningrum, Khudzaifa, dan Uwais Al-Qarni, terimakasih untuk 
semangat dan kasih sayang selama ini.  
3. Terimakasih untuk kedua sahabatku yang limited edition, Dian Larasati 
dan Ulva Avivatul Laily, terimakasih sudah menemani dari awal 
perkuliahan sampai akhir.  
4. Terimakasih untuk keluarga besar Akuntansi Syariah E, kalian hebat.  
5. Terimakasih untuk anak-anak TPA Darul Falah yang sudah mengajarkan 
kepada saya apa arti kesabaran dan ketulusan. 
6. Terimakasih untuk crew bimbel Simply Fast yang sudah mengajarkan saya 
apa arti belajar dan terus belajar. 
 
 
 
x 
 
KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillahirobbil’alamin, segalapuji dan syukur bagi Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesikan skripsi yang berjudul “Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Organisasi Mahasiswa”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi 
jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, 
bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, 
waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan 
setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri 
Surakarta. 
2. Drs. H. Sri Walyoto, M.M.,Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 
3. Marita Kusuma Wardani, S.E., M.Si., Ak., C.A., Ketua Jurusan Akuntansi 
Syariah. 
4. Ade Setiawan, M.Ak, selaku  dosen Pembimbing Skripsi yang telah 
memberikan banyak pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaiaan skripsi. 
5. Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas bimbingannya dalam 
menyelesaikan skripsi. 
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang telah 
memberikan ilmu yang bermanfaat. 
 
 
xi 
 
7. Keluarga tercinta. Ibu, Bapak dan Adik tersayang yang selalu mendoakan dan 
mendukung penulis dalam segala hal. Keberhasilan penulis adalah buah dari 
doa kalian. 
8. Sahabat serta teman-teman di IAIN Surakarta terkhusus teman-teman 
Akuntansi Syariah E2015. 
9. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan 
doa, dorongan serta bantuan selama menyusun skripsi. 
 
Harapan penulis semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
 
 
Surakarta,31 Juli 2019  
Penulis, 
 
 
Ais Hanifa Sambah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xii 
 
ABSTRACT 
 
 The purpose of this study was to find out how the practice of 
accountability transparency in financial management of Surakarta IAIN student 
organizations, especially student organizations at the institute level. Have all 
institutes at the Surakarta IAIN institute level applied accountability transparency 
in terms of financial management. 
 This study uses a qualitative approach using primary data taken from 
interviews with treasurers of each institute level student organization. The 
population in this study were all treasurers of institute level student organizations. 
The sampling method used in this study was purposive sampling. The sample used 
in this study was 8 institutional level organizations. The data collection technique 
is data collection in this study using interview and documentation techniques and 
the analysis technique used is using the Miles and Hurberman Model. 
 The results of the study show that of the 8 student organizations that were 
examined, as a whole it has provided accountability or accountability in financial 
management, but for transparency there is still one student organization that has 
not provided transparency in a structured manner. 
 
Keywords: Transparency, Accountability, Financial Management, Student 
Organizations. 
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ABSTRAK 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik 
transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa IAIN 
Surakarta, terkhusus organisasi mahasiswa di tingkat institut. Apakah semua 
organisasi mahasiswa tingkat institut IAIN Surakarta sudah menerapkan 
transparansi akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan.  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan 
data primer yang diambil dari wawancara dengan bendahara masing-masing 
organisasi mahasiswa tingkat institut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
bendahara organisasi mahasiswa tingkat institut. Metode pengambilan sampel 
yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 8 organisasi tingkat intitut. Teknik 
pengumpulan data adalah pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
teknik wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis yang digunakan adalah 
menggunakan Model Miles and Hurberman.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 8 organisasi mahasiswa yang di 
teliti, secara keseluruhan sudah memberikan akuntabilitas atau 
pertanggungjawabannya dalam pengelolaan keuangan, akan tetapi untuk 
transparansi masih terdapat salah satu organisasi mahasiswa yang belum 
memberikan transparansi secara terstruktur.  
 
 
Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Organisasi 
Mahasiswa.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Perguruan tinggi atau kampus merupakan organisasi sektor publik yang 
mendapatkan uang dari negara. Yang mana, uang tersebut harus dikelola dan 
dialokasikan untuk pembangunan berkelanjutan yang ada pada kampus 
tersebut dan juga untuk membiayai organisasi-organisasi yang berada 
dibawah naungan kampus tersebut.Diantara organisasi-organisasi yang berada 
di bawah naungan kampus, terdapat organisasi mahasiswaditingkat institut 
seperti DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa), SEMA (Senat Mahasiswa), 
UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) dan UKK (Unit Kegiatan Khusus).  
 Pada tingkat fakultas terdapat juga organisasi mahasiswa seperti SEMA-F 
(Senat Mahasiswa Fakultas), DEMA-F (Dewan Mahasiswa Fakultas), dan 
LSO (Lembaga Semi Otonom). Ditingkat jurusan terdapat juga organisasi 
mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Prnogram Studi (HMJ/ 
HMPS).    
 Organisasi mahasiswa merupakan suatu organisasi yang dibentuk dari, 
oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat institut, fakultas, dan jurusan/ 
program studi yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, 
kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, 
dan pengabdian kepada masyarakat (UU SEMA, bab 1, pasal 1, no.1).Dalam 
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pengelolaannya sebuah organisasi tersebut diharuskan untuk membuat 
laporan pertanggung jawaban.  
 Laporan pertanggung jawaban tersebut yang nantinya akan menjadi bukti 
bahwa pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan dengan baik dan benar 
sesuai dengan prosedur yang sudah di tentukan oleh pihak kampus. Seperti 
dalam berita Antaranews Aceh (Kamis, 14 Februari 2019. 21:41 WIB) yang 
mana dalam berita tersebut memaparkan bahwa Badan Pemeriksaan 
Keuangan (BPK) Republik Indonesia menggelar kuliyah umum di 
Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dengan tema peran BPK 
dalam mendorong transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 
dalam upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap cara kerja 
lembaga tersebut.  
 Wakil ketua BPK RI, Prof Bahrullah Akbar mengungkapkan bahwa BPK 
dalam menjalankan tugasnya memiliki tiga jenis pemeriksaan yaitu 
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu. Beliau juga menjelaskan bahwa BPK terus berupaya menjamin 
keuangan negara digunakan tepat sasaran serta tidak korupsi, sehingga 
masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari berbagai program yang telah 
direncanakan oleh pemerintah diberbagai tingkatan. BPK memegang teguh 
prinsip akuntabilitas dan transparansi yang merupakan kunci utama dalam 
pengelolaan keuangan.  
 Dalam menyukseskan kerja BPK, pihaknya juga meminta dukungan dari 
masyarakat agar dapat bekerja secara optimal dalam melaksanakan 
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pemeriksaan keuangan di berbagai tingkatan. Dengan begitu, diharapkan 
transparasi akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan baik. 
 Transparansi dapat diartikan sebagai suatu prinsip dari good governance, 
yang mana transparansi ini di bangun atas dasar arus informasi yang bebas, 
seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang tersedia 
harus memadai agar dapat di mengerti dan di pantau (Corynata, 2012).  
 Menurut Mahsun (2006) akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami 
sebagai bentuk pertanggung jawaban yang di tujukan kepada siapa dan untuk 
apa suatu organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab. Namun, 
dalam pengertian luas akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kewajiban 
pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggung jawaban, 
menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan 
yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) 
yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban 
tersebut.  
 Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 
yang menjelaskan tentang “Asas Akuntabilitas” merupakan asas 
pertanggungjawaban atas hasil akhir dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
penyelenggara kepada rakyat atau masyarakat sebagai pemegang kedaulatan 
tertinggi sesuai dengan perundang-undangan.  
  Akan tetapi masih terdapat kurangnya transparasi akuntabilitas pelaporan 
keuangan yang tidak hanya terjadi pada lembaga pendidikan sektor kampus 
saja, namun dapat terjadi dalam sebuah organisasi didalamnya. Dalam 
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menjalankan kegiatannya, sebuah organisasi tidak terlepas dari sebuah 
anggaran keuangan. Yang mana dengan adanya anggaran keuangan tersebut 
organisasi mahasiswa dituntut untuk mengelola anggaran yang ada dengan 
sebaik mungkin yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan 
penggunaannya.  
 Salah satu kendala transparansi akuntabilitas keuangan adalah terletak 
pada laporan keuangan. Dalam sebuah laporan keuangan yang baik masih 
selalu terkendala dengan kurangnya akuntabilitas yang seharusnya dijalankan.  
Seperti yang diungkapkan oleh salah satu bendahara ormawa tersebut 
mengatakan bahwa dalam menjalankan roda organisasi, terutama dalam hal 
pelaporan keuangan, terdapat belum adanya transparanis yang di terapkan 
oleh salah satu ormawa tersebut.  
 Temuan yang di peroleh dari Rendra selaku bendahara Dinamika, saat 
menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan pertanggungjawaban yang mana 
dalam hal pelaporan keuangan belum semua anggota dapat mengetahui 
mengenai dana yang sudah digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 
Dia mengungkapkan bahwa “ jadi untuk laporan keuangan itu belum semua 
anggota mengetahui tentang anggaran dana yang digunakan untuk 
melaksanakan kegiatan, hanya saja pengurus yang mengetahuinya”. Dari 
pernyataan Rendra, terlihat bahwa belum terdapat transparansi dalam hal 
laporan keuangan yang dapat di ketahui dan di akses oleh semua anggota 
ormawa tersebut.  
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 Realita tersebut tidak dapat dipungkiri jika diamati dengan seksama, hal 
tersebut merupakan sebuah tindakan yang kurang transparan dan akuntabel 
dalam hal pelaporan. Karena laporan keuangan belum dapat diketahui oleh 
seluruh anggota ormawa atau dengan kata lain belum semua anggota ormawa 
dapat mengetahui pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengurus atas 
kegiatan dan penggunaan anggaran yang di laksanakan.  
 Seperti dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
No. 155/U/1998, BAB V, Pasal 10 yang menjelaskan bahwa pembiayaan 
ormawa dibebankan pada anggaran perguruan tinggi tempat ormawa tersebut 
berkedudukan dengan seijin pimpinan organisasi yang sehat, ormawa 
seharusnya menyajikan informasi pertanggungjawaban penggunaan dana 
yang diperoleh. Oleh karena itu, ormawa memerlukan suatu aturan atau 
perangkat yang mengatur kebutuhan akan penyediaan informasi dalam rangka 
meningkatkan fungsi program kerja (Greenberg, 2003).  
 Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tema akuntabilitas 
pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa antara lain, Purnami (2017) 
menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh 
organisasi dari keterlibatan seluruh pengurus bahkan anggota dalam 
pengambilan setiap keputusan terutama yang menyangkut tentang masalah 
keuangan. Setiap anggota juga diperbolehkan untuk mengetahui 
bagaimanakah alur keuangan dari KMHD YBV (Keluarga Mahasiswa Hindu 
Dharma Yowana Brahma Vidya) Undiksha.  
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 Selain itu pula, pelaksanaan pertanggungjawaban sudah baik kepada pihak 
pemberi dana sesuai dengan bentuk pertanggungjawaban yang diperlukan 
oleh pihak pemberi dana. Penelitian Suhardianto dan Surgandhi (2016) 
menunjukkan akuntabilitas Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) dalam 
bentuk laporan dan pertanggungjawaban dibuat dalam rangka memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan oleh lembaga yang berada diatas HMA, seperti 
fakultas dan departmen akuntansi.  
 Bagi pengurus dan anggota HMA, wujud nyata dari perilaku dan tindakan 
adalah cermin dari akuntabilitas itu sendiri. Mereka beranggapan bahwa 
segala bentuk aktivitas dan pemanfaatan dana HMA dilakukan dengan itikad 
baik. Akuntabilitas HMA didorong oleh semangat mahasiswa sebagai kaum 
pembelajar untuk senantiasa mengarah ke perbaikan dan penyempurnaan. 
Antusiasme atas alat dan proses akuntabilitas seperti pelaporan keuangan, 
partisiasi, regulasi, dan audit sosial di HMA secara keseluruhan masih perlu 
ditingkatkan.  
 Banyak dari stakeholders HMA yang kurang memanfaatkan alat dan 
proses tersebut sebagai mekanisme evaluasi, pengawasan, dan instrumen 
perbaikan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 
transparasi akuntabilitas yang sudah dijalankan oleh organisasi mahasiswa 
IAIN Surakarta. Mengingat IAIN merupakan kampus yang memiliki latar 
belakang perguruan tinggi negri yang berada dibawah naungan kementrian 
Agama, dimana sumber dana yang digunakan oleh ormawa bersumber dari 
anggaran pemerintah.  
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 Sehingga, dengan beitu ormawa dituntut untuk melakukan transparansi 
dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. 
Dari hasil penjabaran diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Mahasiswa 
IAIN Surakarta.  
 
1.2 Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang ditemukan 
adalah belum semua ormawa menerapkan transparansi akuntabilitas yang 
dapat di ketahui atau di akses oleh semua anggota ormawa tersebut. Sehingga 
hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan salah paham antar anggota dengan 
pengurus mengenai pertanggungjawaban atas anggaran yang sudah digunakan 
untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana 
transparasi akuntabilitas dan kesesuaian prosedur pelaporandalam 
pengelolaan dan pelaporan keuangan yang ada dalam organisasi mahasiswa. 
Dan penelitian akan dilakukan pada organisasi mahasiswa yang memiliki 
latar belakang syariah. 
 
1.4 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pada 
organisasi mahasiswa ? 
2. Bagaimana prosedur pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa ? 
8 
 
 
 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimanatransparansi akuntabilitas pelaporan 
keuangan pada organisasi mahasiswa. 
2. Untuk mengetahui bagaimanaprosedur pengelolaan keuangan organisasi 
mahasiswa. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat bagi Organisasi Mahasiswa.  
Diharapkan dapat bermanfaat sebagai penambah pengetahuan bagi 
anggota organisasi mahasiswa terlebih dalam hal transparansi akuntabilitas 
laporan keuangan. 
2. Manfaat bagi pembaca. 
a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai transparansi 
akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa. 
b. Diharapkan dapat membantu, memberikan referensi, sumbangan bagi 
peneliti lain yang ingin melakukan pengamatan mengenai tema yang 
serupa. 
3. Manfaat bagi IAIN Surakarta. 
 Diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai 
bagaimana transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi 
mahasiswa. 
 
  
9 
 
 
 
4. Manfaat bagi peneliti. 
a. Diharapkan peneliti dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah 
didapat khususnya di mata kuliah akuntansi keuangan menengah dan 
lanjutan, sistem informasi akuntansi, dan akuntansi perilaku, dan juga 
sebagai syarat mengajukan skripsi. 
b. Menambah pengetahuan bagi peneliti khususnya di bidang akuntansi 
keuangan menengah dan lanjutan, sistem pengendalian internal dan 
akuntansi perilaku. 
 
1.7  Hasil Penelitian yang Relevan 
Tabel 1.1 
Hasil Penelitian yang Relevan 
 
No Variabel Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
1.  Akuntabilits 
Pengelolaan 
Keuangan 
Organisasi 
Kemahasiswaan 
Keluarga 
Mahasiswa 
Hindu Dhara 
Yowana 
Brahma Vidya 
Universitas 
Pendidikan 
Ganesha. 
(2017). 
 
Purnami, 
Sulindawati, 
Marvilianti. 
Metode 
Kualitatif. 
Sampel 
Organisasi 
kemahasiswaan 
KMHDYBV 
Universitas 
Pendidikan 
Ganesha. 
1. Sumber 
pendanaan 
KMHDYBV 
Undiksha 
sumber dana 
utama diperoleh 
dari mahasiswa 
baru, selain itu 
terdapat dana 
pendamping 
yang biasanya 
di istilahkan 
sebagai donator 
(iuran anggota 
dan sisa dana 
kepengurusan 
tahun 
sebelumnya dan 
sumber dana 
pendamping 
yang berasal  
Saran yang dapat 
peneliti sampaikan 
kepada KMHD 
YBV Undiksha 
seluruh informasi 
keuangan seperti 
laporan 
pertanggungjawaban 
keuangan 
dipublikasikan lewat 
media sosial yang 
dimiliki oleh 
KMHD YBV 
Undiksha agar bisa 
dijangkau serta 
diakses oleh seluruh 
mahasiswa. 
Tabel berlanjut... 
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No Variabel Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
   dari Dirgen 
Bimas Hindu, 
Lembaga 
Undiksha dan 
pihak Sponsor). 
2. Pihak yang 
terlibat dalam 
pengelolaan 
keuangan. 
Tahap 
Perencanaan 
pada tahap ini 
perencanaan 
keuangan 
KMHDYBV 
Undiksha 
dilakukan pada 
awal 
kepengurusan 
dalam rapat 
resmi yang 
disebut dengan 
raker (rapat 
kerja) yang 
dihadiri oleh 
pengurus pusat, 
seluruh anggota 
KMHDYBV 
Undiksha yang 
pada saat itu 
diwakilkan oleh 
delegasi dari 
masing-masing 
fakultas.Tahap 
pelaksanaan 
dalam tahap 
pelaksanaan,  
 
Lanjutan Tabel 1.1 
Tabel berlanjut... 
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No Variabel Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
   semua pihak 
yang tadinya 
terlibat dalam 
hal perencanaan 
keuangan akan 
terlibat juga 
dalam proses 
pelaksanaannya. 
Namun yang 
menjadi 
perbedaan 
adalah dalam 
hal realisasi 
anggarannya, 
dalam tahap 
pelaksanaan ini 
pihak ekstern 
juga 
terlibat.Tahap 
penatausahaan, 
dalam tahap 
penatausahaan 
seluruh 
pengurus 
bahkan anggota 
terlibat dalam 
proses tersebut. 
Tahap 
pelaporan pada 
tahap ini seluruh 
kepanitiaan 
yang terdiri dari 
pengurus pusat 
dan anggota 
KMHDYBV 
Undiksha 
 
 
Lanjutan Tabel 1.1 
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No Variabel Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
   terlibat dalam 
tahap tersebut. 
Tahap 
pertanggung 
jawaban 
dilaksanakan 
kepada pihak 
yang 
berkepentingan 
 
2. Akuntansi 
Organisasi 
Mahasiswa 
Akuntansi. 
(2016).  
Suhardianto 
dan Surgandhi. 
Metode 
Kualitatif 
dengan Studi 
Kasus. 
Sampel para 
anggota serta 
pemangku 
kepentingan 
dari HMA 
UNAIR yang 
terdiri dari 
Departmen 
Akuntansi, 
Fakultas 
Ekonomi dan 
Bisnis, 
Pengurus 
HMA, dan 
Para Anggota. 
1. Akuntabilitas 
HMA dalam 
bentuk laporan 
dan 
pertanggungjawa
ban dibuat dalam 
rangka 
memenuhi 
syarat-syarat 
yang ditentukan 
oleh lembaga 
yang berada 
diatas HMA, 
seperti fakultas 
dan departmen 
akuntansi. 
2. Bagi pengurus 
dan anggota 
HMA, wujud 
nyata dari 
perilaku dan 
tindakan adalah 
cermin dari 
akuntabilitas itu 
sendiri. Mereka 
beranggapan 
bahwa segala 
bentuk aktivitas 
dan pemanfaatan 
dana di HMA 
dilakukan 
dengan itikad 
baik.  
 
Lanjutan Tabel 1.1. 
Tabel berlanjut... 
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No Variabel Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
   3. Akuntabilitas 
HMA didorong 
oleh semangat 
mahasiswa 
sebagai kaum 
pembelajar 
untuk senantiasa 
mengarah ke 
perbaikan dan 
penyempurnaan. 
4. Antusiasme atas 
alat dan proses 
akuntabilitas, 
seperti laporan 
keuangan, 
partisipasi, 
regulasi, dan 
audit sosial di 
HMA secara 
keseluruhan 
masih perlu 
ditingkatkan. 
Banyak dari 
stakeholders 
HMA yang 
kurang 
memanfaatkan 
alat dan proses 
tersebut sebagai 
mekanisme 
evaluasi, 
pengawasan, dan 
instrumen 
perbaikan. 
 
3.  Accounting and 
Accountability 
Challenges 
Implementing 
Narayan. 
Metode 
kualitatif. 
Sampel  
1. Di Eco-
University, 
meskipun logika 
keberlanjutan  
 
Lanjutan Tabel 1.1. 
Tabel berlanjut... 
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No Variabel Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
 Sustainability 
in Tertiary 
Organis 
(2014). 
Organisasi 
Perguruan 
Tinggi di 
Selandia baru. 
tertanam kuat 
dalam konteks 
budaya 
organisasi, 
banyak inisiatif 
gagal karena 
kurangnya 
kapasitas 
keuangan 
organisasi dan 
komitmen 
manajemen 
senior terhadap 
keberlanjutan. 
2. Tidak adanya 
strategi 
pemerintah yang 
jelas dengan 
prioritas 
pendanaan yang 
memberlakukan 
kewajiban untuk 
menerapkan 
akuntabilitas 
yang 
menyebabkan 
kurangnya 
implementasi 
inisiatif 
keberlanjutan. 
3. Eco-University 
mengandalkan 
formalisasi dan 
proses 
manajemen 
operasional dan 
keuangan yang 
dilembagakan 
untuk memenuhi 
 
Lanjutan Tabel 1.1. 
Tabel berlanjut... 
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No Variabel Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
   harapan 
akuntabilitas 
dari pendanaan 
pemerintah. 
4. Kebijakan 
pemerintah perlu 
memasukkan 
konsep 
keberlanjutan 
yang spesifik ke 
dalam strategi 
perguruan tinggi 
dan mekanisme 
pendanaan untuk 
membuat 
organisasi tersier 
publik lebih 
bertanggung 
jawab atas 
kinerja 
keberlanjutan 
tersebut. 
 
 
1.8 Metode Penelitian 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
deskriptif, yaitu dengan cara studi pustaka, survey, dan wawancara kepada 
pelaku organisasi mahasiswa. Sugiono (2015) menyatakan bahwa penelitian 
kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna, perilaku individu 
dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. 
Tujuan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015) adalah untuk mencapai 
pemahaman bagaimana orang-orang merasakan dalam proses kehidupannya, 
memberikan makna dan menguraikan bagaimana orang menginterpretasikan 
pengalamannya.  
Lanjutan Tabel 1.1. 
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1.9 Jadwal Penelitian  
 Terlampir. 
 
1.10  Sistematika Penulisan 
BAB I  PENDAHULUAN  
 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
 Bab ini berisi tentang penelitian sebelumnya yang relevan, kajian 
teori dan kerangka berfikir. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
 Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, metode penelitian, 
populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan 
data, definisi operasional, teknik analisis data. 
BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini berisi hasil gambarn umum dan penjelasan terhadap hasil 
yang diperoleh. 
BAB V  PENUTUP 
 Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan 
sebelumnya, keterbatasan dari penelitian, serta saran-saran kepada 
pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian. 
  
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Kajian Teoritis  
2.1.1 Akuntabilitas  
 Menurut Siahan (2012) akuntabilitas merupakan suatu kewajiban 
untuk memberikan pertanggung jawaban dan menerangkan kinerja dan 
tindakan seseorang atau badan hukum atau pemimpin suatu organisasi 
kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta 
keterangan atau pertanggung jawaban meliputi keberhasilan maupun 
kegagalan. Adapun menurut Mardiasmo (2001), mengartikan akuntabilitas 
sebagai suatu pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas 
yang dilakukan.  
 Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang 
amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, 
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 
menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) 
yang memilik hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban 
tersebut. Akuntabilitas publik ini terdapat dua macam, yaitu: 
1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical accountability)  
 Merupakan pertanggung jawaban yang dilakukan atas pengelolaan 
dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban 
unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggung jawaban 
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pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada 
MPR. 
2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal accountability)  
 Merupakan pertanggung jawaban yang dilakukan kepada 
masyarakat luas. Dalam islam, juga sudah diatur secara detail bagaimana 
setiap orang harus memiliki tanggungjawab pada masing-masing amanah 
yang diberikannya dan melaksanakannya dengan tuntas. Seperti dalam Al-
Quran surah Ash-Shaffat ayat 102, yang artinya: 
“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha 
bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya 
aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka 
fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, 
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaAllah kamu akan 
mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. (QS. Ash-Saffat: 
102).  
 
 Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana Nabi Ibrahim a.s 
mengajarkan sikap tanggungjawab terhadap anaknya, Ismail a.s. Beliau 
menanyakan bagaimana pendapat Ismail tentang mimpinya. Lalu Ismail 
memilih menuruti perintah Allah ta‟ala yang mana ia berarti memiliki rasa 
tanggungjawab terhadap Sang Maha Kuasa.  
 Tanggungjawab berarti juga melaksanakan semua amanah-amanah 
yang sudah diberikan kepada seseorang yang diamanahi. Seperti firman 
Allah dalam surah An-Nisa ayat 58, yang artinya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanah 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
kalian menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu 
menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (An-Nisa: 58).  
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 Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan 
untuk menjalankan amanah bagi orang yang diberi amanah. Karena 
menjalankan amanah merupakan bagian dari sebuah pertanggungjawaban. 
Dalam hadist yang membahas mengenai kewajiban menjalankan suatu 
amanah, Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, yang artinya: 
“ Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah 
kepadamu, dan janganlah kamu menghianati orang yang 
menghianatimu” (diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlussunan). 
  
 Hadits tersebut menjelaskan kewajiban untuk menjalankan 
amanah-amanah yang wajib atas manusia mulai dari hak-hak Allah Azza 
wa Jalla atas hamba-hambanya seperti shalat, zakat, puasa, kaffarat, nazar-
nazar, dan lain sebagainya. Maupun hak-hak sesama hamba, seperti 
titipan, tanggungjawab, dan lain sebagainya dari apa yang diamanahkan 
kepada mereka.  
 Menurut Mardiasmo (2001) menyebutkan bahwasanya terdapat 
empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor 
publik, yaitu: 
 
1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 
 Adapun yang dimaksud dengan Akuntabilitas kejujuran (accountability for 
probity) yaitu terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of 
power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) yaitu terkait 
dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya 
yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. 
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2. Akuntabilitas Proses 
 Akuntabilitas proses ini berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan 
dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem 
informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. 
Akuntabilitas proses tersebut termanifestasikan melalui pemberian pelayanan 
publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.  
 Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses 
ini dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan 
pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber-sumber 
inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan 
publik dan kelambanan dalam pelayanannya.  
3. Akuntabilitas Program 
 Akuntabilitas program tersebut terkait dengan pertimbangan apakah tujuan 
yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah 
mempertimbangkan program alternatif yang dapat memberikan hasil yang 
optimal dengan biaya yang minimal. 
4. Akuntabilitas Kebijakan 
 Akuntabilitas kebijakan ini terkait dengan adanya pertanggung jawaban 
pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil 
pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. 
  
2.1.2 Transparasi Anggaran 
Selain akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, transparasi anggaran 
juga sangat penting untuk meningkatkan pengawasan. Menurut Coryanata 
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(2012) transparasi merupakan salah satu prinsip dari good governance. 
Transparasi ini dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses 
pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang tersedia harus memadai 
agar dapat di mengerti dan dipantau. Sebuah anggaran yang disusun oleh 
pihak eksekutif dapat dikatakan transparasi jika memenuhi beberapa kriteria 
sebagai berikut: 
1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran. 
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses. 
3. Tersedia laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu. 
4. Terakomodasinya suara/ usulan rakyat. 
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.  
 Menurut Karina (2003) mengatakan bahwa prinsip-prinsip transparasi 
dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti: 
1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari 
semua proses-proses pelayanan publik. 
2. Mekanisme yang memfalisitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang 
berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam 
sektor publik.  
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi 
maupun penyimpangan tindakan aparat publik dalam melayani kegiatan. 
 
2.1.3 Pengelolaan Keuangan 
 Menurut Adisasmita Rahardjo (2011) pengelolaan merupakan istilah yang 
dipakai dalam ilmu manajemen, yang secara etimologi pengelolaan berasal dari 
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kata ”kelola” dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani 
sesuatu untuk mencapai tujuan. Pengelolaan keuangan juga sudah diatur dalam 
Undang-undang  RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan 
dan tanggungjawab keuangan negara. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 
2004 Bab I ayat 6 menjelaskan bahwa pengelolaan negara adalah keseluruhan 
kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan 
kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 
pertanggungjawaban. 
 Terdapat beberapa tahap pengelolaan keuangan menurut Adisasmita 
Rahardjo (2011) yang terdiri dari: 
1. Tahap Perencanaan  
 Perencanaan keuangan merupakan suatu kegiatan untuk memperkirakan 
pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang.  
2. Tahap Pelaksanaan 
Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan merupakan implementasi atau 
eksekusi dari suatu anggaran pendapatan atau belanja.  
3. Tahap Penatausahaan  
 Penatausahaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara 
sistematis (teratur dan masuk akal / logis) dalam bidang keuangan berdasarkan 
prinsip,standar, serta prosedur tertentu. Sehingga, informasi aktual (informasi 
yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.  
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4. Tahap Pelaporan  
Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan 
hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama 
satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan 
wewenang yang diberikan.  
5. Tahap Pertanggungjawaban  
Pertanggungjawaban merupakan suatu tahap akhir yang dilakukan setiap 
akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. 
Adanya sumber pendanaan dari berbagai pihak menimbulkan adanya suatu 
keharusan untuk melakukan pertanggungjawaban terutama berkaitan dengan 
pertanggungjawaban keuangan.   
 Dalam ayat 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Bab I menyatakan 
bahwa tanggungjawab keuangan negara merupakan kewajiban pemerintah untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan 
memperlihatkan rasa keadilan dan kepatuhan.  
 
2.1.4 Organisasi Mahasiswa 
Menurut Gusti (2017) organisasi mahasiswa merupakan organisasi yang 
beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa 
yang dilaksanakan di dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler. Sedangkan 
menurut Suhardianto (2016) organisasi mahasiswa (ORMAWA) intra kampus 
merupakan organisasi yang mendukung pengembangan kepemudaan atau 
mahasiswa yang terdapat di perguruan tinggi. Maksud dari keberadaan 
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organisasi mahasiswa seperti yang diatur dalam Pasal 5, Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 mengenai 
pedoman organisasi mahasiswa dalam perguruan tinggi yaitu:: 
1. Mengembangkan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan 
kecendekiawan, serta peningkatan integritas kepribadian untuk mencapai 
tujuan pendidikan tinggi. 
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau 
kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf 
kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 
3. Mengembangkan diri mahasiswa untuk penanaman sikap ilmiah, pemahaman 
tentang profesi, meningkatkan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan 
dan kesatuan. 
 Sedangkan dalam hal pendanaan, organisasi mahasiswa terdapat aturan 
dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 
155/U/1998, BAB V, Pasal 10 yang menjelaskan bahwa pembiayaan organisasi 
mahasiswa dibebankan pada anggaran perguruan tinggi tempat organisasi 
mahasiswa tersebut berkedudukan dengan seijin pimpinan perguruan tinggi. 
Oleh sebab itu, organisasi mahasiswa memerlukan suatu aturan atau perangkat 
yang mengatur kebutuhan akan penyediaan informasi dalam rangka 
meningkatkan fungsi program kerja (Greenberg, 2003). 
Perkembangan terkini mengenai pengelolaan perguruan tinggi yang masih 
sering dibicarakan saat ini adalah perubahan status dari beberapa perguruan 
tinggi menjadi pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) yang 
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diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 yang kemudian digantikan dengan PP 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan Nomor 
23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum. Perubahan 
status perguruan tinggi menjadi PK-BLU semakin menekan untuk melaksanakan 
prinsip GUG (Good University Governance) tersebut sehingga target dari 
perguruan tinggi tersebut dapat tercapai (Halim dan Kusufi, 2014).  
Suhardianto (2016) menyatakan bahwa hukum juga mengatur organisasi yang 
diharuskan untuk mempertanggungjawabkan keiatan setidaknya pada tingkatan 
minimum. Hal tersebut menandakan bahwa dalam menjalankan kegiatannya, 
pengelolaan anggaran harus di pertanggungjawabkan sekecil apapun. Seperti 
yang di atur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 pasal 48, organisasi 
nonprofit di Indonesia wajib menyajikan laporan kepada para pemangku 
kepentingan. Hal tersebut menjadi sebuah landasan yang jelas untuk organisasi 
mahasiswa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.  
Selain itu pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 45) memberikan 
panduan pelaporan keuangan yang memiliki tujuan untuk mengatur pelaporan 
keuangan entitas nirlaba atau bisa disebut dengan organisasi nonprofit. Dengan 
adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat 
lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang 
tinggi. Lebih dari itu, panduan laporan keuangan dapat didasarkan oleh panduan 
penulisan laporan keuangan oleh masing-masing perguruan tinggi.  
Ebrahim (2003) menjelaskan konstruk akuntabilitas organisasi nonprofit 
menjadi lima dimensi, yaitu : 
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1. Laporan dengan adanya pelaporan, organisasi dapat menyediakan data yang 
tertulis dan dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan. 
2. Evaluasi dan penilaian kinerja. Evaluasi dan penilaian kinerja bermanfaat 
untuk memberikan pandangan dan pertimbangan yang membangun dari sudut 
pandangpihak eksternal maupun internal. 
3. Partisipasi. Partisipasi memberikan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan di bawah organisasi yakni klien, penerima manfaat, dan 
anggota organisasi.  
4. Regulasi diri sendiri. Regulasi diri sendiri pada organisasi nonprofit 
membentuk standar atau pedoman terhadap kinerja atau sikap-sikap mereka 
dalam hal akuntabilitas ke dalam organisasi itu sendiri. 
5. Audit sosial. Audit sosial merupakan suatu proses yang kompleks yang 
merupakan integritas atas elemen-elemen dari mekanisme akuntabilitas yang 
lain (laporan, penilaian kinerja, partisipasi, dan regulasi diri sendiri). Model 
yang digunakan dalam audit sosial secara umum adalah dialog dengan 
stakeholders dan penguntaraan presepsi, komentar, dan pandangan oleh para 
pemangku kepentingan kepada organisasi; penerapan akuntansi sistematis; 
dan benchmarking.  
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2.2 Kerangka Berfikir 
Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1  Jenis Penelitian   
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 
Penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menggunakan 
data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari seseorang yang dapat diamati yang 
diharapkan dapat dianalisis dan dikaji segala temuannya pada saat penelitian 
dilakukan. Lebih jelasnya, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 
studi kasus yaitu pengamatan secara langsung terhadap suatu objek pada titik 
waktu tertentu (Nadifah dan Nur, 2017).  
Sedangkan penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang 
bertujuan untuk melihat serta memahami fenomena yang ada di sekitar yang 
disajikan dengan cara mendeskripsikan menggunakan kata-kata (Moleong, 2013). 
Studi ini akan membantu peneliti untuk menjelaskan karakteristik dari subyek 
yang diteliti, mengkaji beberapa aspek dalam fenomena pengelolaan keuangan 
organisasi mahasiswa. 
 
3.2  Waktu dan Tempat Penelitian  
1.  Waktu Penelitian  
 Waktu penelitian ini merupakan rentan jangka waktu yang digunakan oleh 
peneliti mulai dari penyusunan perencanaan proposal penelitian sampai dengan 
membuat laporan hasil penelitian. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada 
tahun 2019. 
2.   Tempat Penelitian 
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 Objek penelitian akan dilakukan di kampus Institut Agama Islam Negri 
Surakarta. 
 
3.3 Sumber Data 
 Sumber data yang digunakan ialah data Primer dan data Skunder. Data 
primer merupakan data yang diperoleh secara langsung (dari tangan pertama) 
yakni melalui wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data yang 
diperoleh secara tidak langsung, biasanya melalui perantara atau dalam bentuk 
dokumen. Sumber data sekunder umumnya berupa bukti, laporan tahunan, dan 
catatan dokumen lainnya (Moleong, 2013:157).  
 Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan serta paham mengenai akuntabilitas 
pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa. Sedangkan untuk data skunder 
diperoleh melalui studi kepustakaan, internet, jurnal, rekaman, gambar, catatan, 
panduan prosedur penulisan pelaporan keuangan, serta referensi-referensi 
lainnya yang terkait dengan penelitian. 
   
3.4  Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk memperoleh data dan informasi yang valid (untuk mendapat data 
primer), dalam penelitian kualitatif terdapat tiga teknik pengumpulan data yaitu: 
 
3.4.1 Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui suatu perkacapan 
yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan untuk bertukar 
informasi (Sugiyono, 2010). Wawancara menjadi suatu teknik pengambilan 
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informasi yang digunakan untuk mendapatkan data sebanyak mungkin, secara 
lengkap dan mendalam dari seorang informan.  
 Dalam penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi, peneliti 
akan berperan penuh sebagai pewawancara (interview) atau orang yang 
memberikan pertanyaan. Peneliti akan mencatat dan  merekam semua data dan 
percakapan, serta informasi yang dianggap penting yang selanjutnya dapat 
digunakan sebagai bahan penulisan laporan penelitian. 
 Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta 
memahami dan dapat memberikan informasi atau gambaran tentang akuntabilitas 
pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa. Informan tersebut diantaranya ketua, 
wakil, sekertaris, bendahara, pengurus, mantan pengurus, presiden mahasiswa dan 
satua pengendali internal kampus.  
 Peneliti dalam kegiatan wawancara tersebut juga dibantu dengan alat 
perekam, buku catatan serta kamera. Alat perekam digunakan untuk merekam 
percakapan saat dilakukan wawancara berlangsung. Buku catatan digunakan 
sebagai media mencatat secara manual mengenai informasi penting yang 
didapatkan oleh penulis. Sedangkan kamera dapat digunakan sebagai media untuk 
mendokumentasikan kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, karena 
foto dapat menjadi bukti keabsahan penelitian. 
 
3.4.2 Observasi  
 Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 
diselidiki (Achmadi, 2009). Observasi juga berarti melihat secara langsung suatu 
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obyek penelitian tersebut. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan 
langsung terhadap fokus masalah penelitian yaitu akuntabilitas pengelolaan 
keuangan organisasi mahasiswa. 
 
3.4.3 Dokumentasi 
 Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 
memanfatkan catatan, arsip, gambar, foto, serta dokumen-dokumen penting 
lainnya. Menurut Moleong (2013) pada dasarnya semua dokumen dapat 
dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, serta meramalkan data. Dalam 
penelitian ini, peneliti akan mendokumentasikan laporan pertanggung jawaban, 
panduan penulisan laporan keuangan, anggaran pendapatan, anggaran kegiatan, 
serta dokumen terkait lainnya. 
 
3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel  
1. Populasi  
 Populasi merupakan keseluruhan obyek maupun subyek yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut 
dan kemudian akan ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitiannya (Sugiyono, 
2010). 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi mahasiswa baik 
intra maupun ekstra di Institut Agama Islam Negri Surakarta, yang mana dari 
hasil pengamatan, bagaimana presepsi anggota organisasi mahasiswa terkhusus 
seluruh bendahara organisasi mahasiswa Institut Agama Islam Negri Surakarta 
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yang memiliki basis lembaga syariah dalam melakukan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan organisasi tersebut. 
2. Sampel  
Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih berdasarkan kualitas 
dan karakteristik tertentu yang akan dijadikan responden (Sugiyono, 2010). 
Sampel dalam penelitian ini adalah 8 bendahara organisasi mahasiswa tingkat 
institut. 
3. Teknik pengambilan sampel 
Teknik pengambilan sampel merupakan suatu teknik untuk menentukan 
sampel mana yang akan digunakan dalam penelitian tersebut (Sugiyono, 2010). 
Pemilihan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan metode purposive 
sampling, dimana sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria 
yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut yaitu: 
a. Anggota organisasi mahasiswa Institut Agama Islam Negri yang memiliki 
tanggungjawab serta peran pada bagian keuangan organisasi.  
b. Anggota bagian keuangan yang sudah pernah membuat laporan keuangan. 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 
yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu untuk 
selanjutnya ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2015). Analisis data dalam 
penelitian kualitatif dilakukan pada saat selesai mengumpulkan data. Teknik 
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analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik Miles dan 
Huberman. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2015): 
1. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 
memfokus pada hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang informasi 
yang tidak diperlukan. Serta dilaksanakan secara terus menerus selama kegiatan 
penelitian berlangsung, yang ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang 
terperinci (Sugiyono, 2015). Dalam reduksi data, peneliti harus mengkaji secara 
lebih cermat dan mendalam. Langkah selanjutnya dibuat kategorisasi untuk 
memudahkan dalam menelusur data apa saja yang di butuhkan. Kategorisasi 
merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara memilah-milah satuan ke 
bagian-bagian yang memiliki persamaan (Moleong,2013).  
2. Penyajian Data  
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang 
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, 
yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 
flowchart, dan lain sebagainya (Sugiyono, 2015). Dengan adanya penyajian data, 
maka suatu informasi akan lebih terorganisir secara rapi dan juga lebih ada 
keterkaitan antar datanya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan 
peneliti untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, merencanakan tahap 
selanjutnya berdasarkan apa yang telah di fahami (Sugiyono, 2015). 
3. Penarikan Kesimpulan 
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Tahap akhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan juga 
verivikasi. Kesimpulan awal dalam penelitian masih bersifat sementara, sehingga 
simpulan perlu di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa 
dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2015). Dan tahap terakhir dalam analisis ini 
yaitu dengan merumuskan suatu pertanyaan yang dianggap mendukung untuk 
dijadikan data atau pembahasan dalam penelitian. Kesimpulan harus dapat 
menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal penelitian 
berlangsung (Moleong, 2013). 
  
3.7 Keabsahan Data  
 Data penelitian kualitatif yang berupa kata-kata, kalimat, statment, 
perilaku, dan kejadian yang berhasil dikumpulkan dan telah diberi kode, 
kemudian dianalisa kebenarannya. Alat yang dipergunakan untuk menganalisa 
data dan informasi adalah teknik analisis data triangulasi (Purhantara,2010). 
Sedangkan menurut Maleong (2004), metode triangulasi merupakan sebuah 
proses untuk membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu 
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dalam penelitian 
ini menggunakan triangulasi sumber.  
 Triangulasi sumber merupakan cara menguji data dan informasi dengan 
cara mencari data dan informasi yang sama kepada subjek lain. Data dan 
informasi tertentu perlu ditanyakan kepada responden yang berbeda atau dengan 
bukti dokumentasi. Hasil pengecekan ulang sumber ini untuk membuktikan 
apakah data dan informasi yang didapatkan memiliki kebenaran atau sebaliknya 
(Purhantara,2010). 
  
 
BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Pelaporan Keuangan Organisasi Mahasiswa 
 Organisasi mahasiswa merupakan organisasi yang beranggotakan 
mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat, dan potensi mahasiswa yang 
dilaksanakan didalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler (Gusti, 2017). Di suatu 
perguruan tinggi, organisasi mahasiswa berperan sebagai sarana dalam 
meningkatkan kemampuan akademis dan non-akademis, mengelola informasi 
antar mahasiswa, serta sebagai sarana penjalin hubungan kekeluargaan antar 
mahasiswa.  
 Organisasi kemahasiswaan Institut Agama Negri Surakarta atau yang 
sering disingkat KM IAIN Surakarta adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk 
dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat institut, fakultas, dan jurusan / 
program studi yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, 
kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan 
pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan mahasiswa tersebut merupakan kegiatan 
ekstrakulikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan 
peningkatan kecendekiawan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan 
pendidikan tinggi.  
  Organisasi mahasiswa IAIN Surakarta tersebut terdpat juga anggaran 
dasar yang sering disingkat AD merupakan sebuah ketentuan-ketentuan dasar 
yang ditetapkan dalam musyawarah keluarga mahasiswa (KM) yang digunakan 
sebagai dasar hukum untuk merencanakan, meyelenggarakan, dan mengevaluasi 
pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan keluarga mahasiswa 
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tersebut. Selain anggaran dasar, terdapat juga anggaran rumah tangga yang 
disingkat dengan ART merupakan penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas 
ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum didalam anggaran dasar keluarga 
mahasiswa.  
 Dalam menjalankan roda organisasinya, organisasi mahasiswa 
memerlukan sebuah pembiayaan. Institut menyediakan dana kegiatan keluarga 
mahasiswa secara proporsional dan optimal dari total belanja institut pada tahun 
berjalan. Dana pengembangan kemahasiswaan tersebut dikelola oleh pimpinan 
institut melalui unit keuangan. Pendanaan keluarga mahasiswa didistribusikan 
secara proporsional kepada keluarga mahasiswa di tingkat institut, fakultas, dan 
jurusan melalui pimpinan unit masing-masing.  
 Setelah mendapatkan dana, penggunaan dana dalam kegiatan 
kemahasiswaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. 
Setiap keluarga mahasiswa harus membuat laporan tertulis setelah melaksanakan 
kegiatan maksimal tiga minggu setelah kegiatan terlaksana. Dalam pembuatan 
laporan. 
  
4.2 Analisis Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Mahasiswa  
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dengan bendahara di tiap 
ormawa tingkat institut IAIN Surakarta, proses pengelolaan keuangan pada 
ormawa tersebut diawali perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
terakhir pertanggungjawaban. Untuk yang pertama yaitu proses perencanaan ada 
beberapa tahapan yang dilakukan untuk menjadikan perencanaan itu menjadi baik.  
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 Pada tahap perencanaan, persiapan yang biasa dilakukan yaitu menyusun 
program kerja yang akan dilaksanakan, mengadakan rapat persiapan, yang 
tujuannya untuk meminimalisir ketidakinginan dan yang terpenting adalah 
koordinasi dan setelah kegiatan tersebut berjalan diadakan evaluasi yang 
tujuannya agar jika ada kesalahan pada kegiatan pertama, kedua tidak terulang 
kembali pada kegiatan selanjutnya”.  
 Proses kedua yaitu tahap pelaksanaan, saat ini dalam setiap ormawa sudah 
melaksanakan semua kegiatan dalam tahap perencanaan. Akan tetapi, masih 
terdapat ormawa yang belum melaksanakan semua kegiatan yang telah 
direncanakan.  
“Alhamdulillah semua kegiatan selama ini sudah terlaksana semua”. 
 
“ Untuk kegiatan yang ada di perancanaan awal tidak semuanya kegiatan itu 
benar-benar tercapai, karena terkadang kita juga terkendala oleh waktu dan 
permasalahannya biasanya ada pada tempat pelaksanaan kegiatan. Biasanya itu 
kita udah merencanakan tanggal sekian kegiatan akan diadakan di tempat ini, eh 
pas udah mau di laksanakan tempatnya ndak bisa dipake seperti itu”.  
 
 Proses ketiga yaitu tahap penatausahaan, pada tahap ini setiap ormawa 
menyusun laporan keuangan dengan susunan yang berbeda-beda, namun untuk 
prosedur penyusunannya sudah mengacu pada panduan penyusunan laporan 
keuangan yang di tentukan oleh rektorat.  
 “Kalo untuk pedoman penyusunan laporan keuangan itu di sesuaikan 
dengan format laporan tahun-tahun sebelumnya kemudian acuannya itu 
menggunakan AD-ART Kopma, kalo dari rektorat itu ada panduan penyusunan 
untuk pencairan dana itu biasanya laporannya”.  
 
  
38 
 
 
 
 Proses keempat yaitu tahap pelaporan, pada tahap pelaporan, pelaporan 
keuangan sudah dilakukan pada tiap-tiap ormawa sebagai salah satu bentuk 
pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang sudah mereka lakukan.  
 “ kalo pertanggungjawabannya itu ya masuk ke LPJ tadi yang di dalamnya 
berisi nota-nota, foto-foto kegiatan, trus apa aja yang dibeli”. 
 
 Proses kelima yaitu tahap pertanggungjawaban, pada tahap ini, setiap 
ormawa sudah menyampaikan pertanggungjawabannya atas anggaran yang 
digunakan. Dan setiap ormawa memiliki kebijakan sendiri-sendiri dalam 
menyampaikan pertanggungjawaban kepada anggotanya ada yang setiap akhir 
kegiatan, ada yang dalam rapat triwulan, ada yang dalam rapat tahunan, bahkan 
ada yang dalam rapat rutinan setiap bulan. Akan tetapi, untuk 
pertanggungjawaban kepada rektorat dilakukan setiap setelah berjalannya 
kegiatan yang diadakan.  
“ kalo bikin program kerja kan per setengah periode, dan 
pertanggungjawabannya random jadi pertanggungjawabannya per kegiatan aja”.  
 
“ untuk laporan pertanggungjawaban untuk lingkup organisasi itu dilakukan 
setahun 2 kali pada saat pleno satu dan dua, tapi kalo untuk rektorat itu sesudah 
mengadakan kegiatan”.  
 
4.2.1 Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Mahasiswa 
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada masing-masing 
bendahara pada ormawa tingkat Institut IAIN Surakarta, maka dapat diketahui 
bahwa dalam menjalankan roda organisasinya mereka sudah menerapkan 
akuntabilitas atau sudah bisa dikatakan akuntabel karena mereka sudah 
memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja organisasi kepada 
pihak-pihak yang memiliki hak untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. 
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Dalam hal ini, ormawa tingkat institut IAIN Surakarta sudah memenuhi empat 
dimensi akuntabilitas publik yaitu:  
 Pertama, Akuntabilitas hukum, yaitu pertanggungjawaban yang berkaitan 
dengan jaminan adanya sebuah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya 
yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.Dalam hal ini, setiap 
ormawa memiliki pedoman sendiri-sendiri dalam menyusun laporan keuangan 
untuk pertanggungjawaban kepada anggotanya, mereka menggunakan AD-ART 
(anggaran dasar- rumah tangga) namun untuk pertanggungjawaban kepada atasan 
(rektorat) sebagai pencairan dana, mereka menggunakan pedoman panduan 
penyusunan KAK (kerangka acuan kerja), LPK (laporan pelaksanaan kegiatan), 
LPJ (laporan pertanggungjawaban) yang sudah diberikan dari pihak rektorat.  
“pedoman yang digunakan menggunakan AD- ART yang digunakan tahun 
sebelumnya, insyaAllah sudah sesuai karena dalam laporan sudah tercantum 
tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo”.  
“kalo untuk pedomannya sendiri UKM dapat dari rektorat nyusun buku 
penyusunan panduan gitu, e..panduan penyusunan KAK, LPK, LPJ disitu kita 
dapat buku yang isinya penjelasan bagaimana cara penyusunannya, dan kalo 
sesuai sih ya harus sesuai, ndak bisa keluar dari apa yang ada di dalam buku 
itu, tapi kalo untuk isinya si sesuai degan kegiatan ndak bisa beda-beda.  
 
 Dimensi yang kedua yaitu akuntabilitas proses, akuntabilitas proses ini 
berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan 
itu sudah cukup baik. Dalam hal ini, setiap ormawa sudah melakukan proses 
pertanggungjawaban sesuai standar yang sudah di tetapkan oleh rektorat maupun 
standar yang ada dalam AD-ART masing-masing ormawa.  
“ kalo yang sesuai rektorat itu ya yang pertama membuat KAK (kerangka 
acuan kerja) paling ndaj itu h-sebulan harus sudah dibuat kalo sudah 
dimasukkan lewat SPI dulu, lewat keuangan, kalo sudah ACC tinggal 
pelaksanaan kegiatan itu kita buat LPK (laporan pelaksanaan kegiatan), trus 
setelah kegiatan itu kita juga buat LPJ (laporan pertanggungjawaban, nah kalo 
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LPJ itu Cuma urusan yang keuangan, trus kalo LPK itu dikoreksi subag 
kemahasiswaan, dan yang penting itu lampiran-lampirannya jelas, sama kalo 
laporan keuangan itu nota-notanya juga harus ada”.  
 
Dimensi yang ketiga yaitu akuntabilitas program, akuntabilitas program yang 
dimaksud adalah terkait dengan tujuan- tujuan dari berjalannya organisasi sudah 
dapat dicapai atau tidak. Dalam hal ini, mayoritas ormawa sudah tercapai 
tujuannya dalam mengadakan kegiatan maupun even-even yang direncanakan.  
“ alhamdulillah, selama menyusun laporan sudah tercapai semua, sebenarnya 
karena kalau kegiatan itu tidak tercapai menjadi tuntutan juga sih kalo ada 
apa ya namanya, sedikit teguran dari rektorat gitu, jadi kan udah disediakan 
uang dari rektorat gitu. Jadikan udah disediakan uang dari rektorat sekian nah 
terserah nanti mau buat kegiatan berapa kali, kalo cuma e..dua kali tok kan ya 
nyairin dana cuma dua kali”. 
 
Dimensi yang terakhir yaitu akuntabilitas kebijakan, dalam hal ini bagaimana 
ormawa dalam memberikan pertanggungjawaban kepada atasan (rektorat) dan 
juga anggota nya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mereka buat. 
“kalau pertanggungjawaban untuk setiap pencairan dana itu ada nanti 
langsung satu periode juga ada, kalau untuk setiap pengajuan kegiatan nanti 
kan make KAK, setelah itu nanti apa bisa nerima uang, setelah itu buat 
kegiatan dan LPJ, LPK itu ada terus dalam setiap pencairan dana. Nah kalau 
untuk anggota, kegiatan itu mau dibuat apa aja, buat diklat, disnatalis, buat 
raker, buat RTA, sama buat penelitian ya itu kebijakan selama satu periode 
dirapatkan oleh pengurus utamanya mau ada kegiatan apa aja”.  
 
4.2.2 Transparansi Anggaran Organisasi Mahasiswa 
 Berdasarkan hasil wawancara transparansi anggaran ormawa IAIN 
Surakarta yang telah dilakukan oleh peneliti, hampir oleh semua ormawa telah 
melakukan transparansi dan akuntabilitas. Akan tetapi terdapat salah satu ormawa 
yang belum melaksanakan transparansi tersebut dikarenakan sudah dipercayainya 
dan profesional dalam mengelola anggaran, sehingga tidak mungkin terjadi 
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penyalahgunaan. Sebuah anggaran dapat dikatakan transparan jika memenuhi 
beberapa kriteria sebagai berikut:  
1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran hal ini dibuktikan dengan 
pernyataan:  
“ kebijakan anggaran biasanya ndak jauh dari perencanaannya, kita mau 
ngadain even apa mau ngadain kegiatan apa, gitu tok sih, nanti kalo ada 
kegiatan atau even yang diperbaharui yaudah itu nanti diganti. Iya 
pertanggungjawabannya kan dalam rapat bulanan, nah kan file nya ada di 
komputer, nah untuk anggota organisasi selain bendahara itu saya 
persilahkan untuk membuka tapi file nya saya lock saya kunci biar 
angkanya ndak bisa diubah-ubah nanti kalo ada pemasukan atau 
pengeluaran bisa saya yang mengubahnya”.  
 
2. Terdapat dokumen anggaran yang mudah diakses yang dibuktikan dengan 
pernyataan: 
“ sebenarnya bisa untuk sekedar liat doang ndak papa tapi kalo untuk otak 
atik ndak bisa kalo mau tau hasilnya ndak papa kita transparan” 
 
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, hal ini dibuktikan 
dengan pernyataan: 
“laporan pertanggungjawaban itu dilaksanakan setelah kegiatan itu selesai, 
karena kalau kejauhan ya ndak bisa soalnya di situ ada SPJ juga kan 
selama satu bulan harus melakukan kegiatan semisal satu bulan itu ndak 
melaksanakan ya dianggap kosong atau uangnya hangus” 
4. Terakomodasinya suara atau usulan rakyat, hal ini dibuktikan dengan 
pernyataan: 
“ ya kita ada namanya program kerja transparanis keuangan ya kita nulis 
semua kegiatan yang dilaksanakan sebulan, lalu kita susun dibuat LPJ nya, 
dan pertanggungjawaban musyawarah kerja” 
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5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik, hal ini dibuktikan 
dengan pernyataan: 
“kalo yang itu dari kopma habis kegiatan pasti ada dokumentasi yang di 
upload di instagram terus kemudian kalau kegiatan besar kita bekerjasama 
dengan publikasi dari IAIN yang akan dimuat di web nya IAIN dan juga 
kopma punya web sendiri nanti bisa dilihat di web kopma”. 
 
4.3 Hasil dan Pembahasan  
 Berdasarkan hasil analisis yang ada, hampir semua ormawa sudah 
melakukan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan aturan yang sudah 
diberlakukan. Sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh kampus yaitu standar 
panduan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Laporan Pelaksanaan 
Kegiatan (LPK), dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Semua organisasi 
mahasiswa sudah memberikan pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas dana yang 
mereka peroleh.  Akuntabilitas yang dilaksanakan sudah memenuhi beberapa 
aspek yaitu: 
1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum  
 Adapun yang dimaksud dengan akuntabilitas kejujuran yaitu terkait 
dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Dalam hal ini, menurut 
pengamatan observasi peneliti mengindikasikan bahwa seluruh anggota sudah 
melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan tugasnya masing-masing tidak 
ada penyalahgunaan terhadap jabatan. Adapun untuk Akuntabilitas hukum 
yaitu terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 
lainnya yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Dalam hal 
43 
 
 
 
ini, semua ormawa sudah mematuhi peraturan yang dibuat oleh kampus 
dalam hal penyusunan pelaporan keuangan.  
 Dibuktikan dengan adanya dalam hal pelaporan sudah sesuai dengan 
panduan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh SPI (Satuan 
Pengendalian Internal) (Lampiran 4).  
2. Akuntabilitas Proses  
 Akuntabilitas proses ini berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan 
dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem 
informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. 
Dalam hal ini, ormawa-ormawa sudah menjalankan proses tanggungjawab 
dengan baik. Hal itu di tunjukkan dengan sudah terlaksananya semua proses 
pembuatan laporan pertanggungjawaban yang runtut sesuai dengan yang ada 
dalam panduan penyusunan KAK, LPK, dan LPJ yang diberikan oleh rektorat 
(Lampiran 5). 
3. Akuntabilitas Program  
 Akuntabilitas program tersebut terkait dengan pertimbangan tujuan yang 
ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan 
program alternatif yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya 
yang minimal. Sejauh ini, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semua 
tujuan kegiatan yang dilaksanakan oleh tiap-tiap ormawa sudah tercapai. 
Akan tetapi masih terdapat salah satu ormawa yang masih ada beberapa 
tujuan kegiatan yang belum tercapai, dikarenakan terkendalanya oleh waktu 
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dan tempat, hal itu yang menyebabkan tujuan kegiatan belum tercapai secara 
keseluruhan (Lampiran 6). 
4. Akuntabilitas Kebijakan  
 Akuntabilitas kebijakan ini terkait dengan adanya pertanggungjawaban 
pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil 
pemerintah terhadap DPR/ DPRD dan masyarakat luas. Dalam konteks 
organisasi mahasiswa, akuntabilitas kebijakan ini merupakan 
pertanggungjawaban organisasi atas kebijakan-kebijakan yang diambil 
terhadap atasan (rektorat) selaku pemberi dana, dan juga anggota dan 
mahasiswa secara umumnya.  
 Dari hasil penelitian, ormawa-ormawa tingkat institut ini sudah 
melaksanakan pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang diambil 
kepada atasan (rektorat) dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban atas 
kegiatan yang sudah terlaksana. Dan pertanggungjawaban yang di lakukan 
kepada anggota yaitu dengan diadakannya rapat membahas tentang 
penggunaan dana yang diperoleh dari atasan, yang waktunya sudah 
ditentukan oleh masing-masing ormawa baik itu setiap bulan, triwulan, 
maupun tahunan tergantung kebijakan masing-masing ormawa tersebut 
(Lampiran 5). 
 Kemudian untuk transparansi setiap ormawa sudah melaksanakan 
transparansi anggaran. Transparansi ini dibangun atas dasar arus informasi 
yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi 
yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan dipantau. Dalam 
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konteks organisasi mahasiswa, transparansi ini dapat diartikan sebagai bentuk 
keterbukaan atas pengelolaan dana anggaran yang didapat dari atasan untuk 
masing-masing organisasi mahasiswa tersebut. Sebuah anggaran yang 
disusun pihak eksekutif dapat dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa 
kriteria sebagai berikut:          
1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran:  
 Dari hasil penelitian, semua ormawa sudah melakukan pengumuman 
kebijakan anggaran yang digunakan baik itu dalam bentuk rapat bulanan, 
rapat riwulan, bahkan rapat tahunan, tergantung dari kebijakan masing-
masing ormawa tersebut (Lampiran 7). 
2. Tersedia dokumen anggaran yang mudah diakses.  
 Dari hasil penelitian, semua ormawa sudah menyediakan dokumen yang 
mudah diakses oleh anggota baik itu berupa dokumen yang sudah berbentuk 
hardfile, maupun file yang ada di komputer. Semua anggota bisa melihat 
laporan anggaran itu digunakan untuk apa saja dan kapan saja (Lampran 8).  
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.  
 Dari hasil penelitian, semua ormawa sudah memberikan laporan 
pertanggungjawaban tepat waktu. Yang ditandai setiap akhir kegiatan 
ormawa tersebut langsung membuatkan laporan pertanggungjawabannya 
sesuai dengan format yang sudah ditentukan (Lampiran 2). 
4. Terakomodasinya suara / usulan anggota.  
 Dalam hal ini semua ormawa memfasilitasi semua anggotanya untuk ikut 
serta dalam pembuatan program kerja dengan mengadakan rapat kerja dan 
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musyawarah kerja, yang dimana dalam hal tersebut semua anggota dapat 
menyampaikan usulan atau suara mereka (Lampiran 9).  
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.  
 Pemberian informasi kepada publik ini sudah dilakukan oleh masing-
masing ormawa. Dalam hal anggaran dalam ormawa memiliki tansparansi 
anggaran yang bisa dilihat oleh semua anggotanya. Adapun dalam bentuk 
kegiatan, ormawa memberikan transparansinya yang  di tandai dengan setiap 
ada acara atau kegiatan yang diadakan oleh ormawa tersebut pasti ada 
dokumentasiannya, yang nantinya dapat di upload di media sosial yang 
dimiliki oleh ormawa tersebut seperti web dan instagram (Lampiran 10).  
 Akan tetapi masih terdapat salah satu ormawa yang belum memberikan 
bentuk transparansi secara gamblang. Mereka hanya mengandalkan 
kepercayaan mereka dalam hal pengelolaan anggaran kepada bendahara 
untuk mengelola dana tersebut dengan baik, anggota tidak terlalu menuntut 
adanya transparansi yang harus dilakukan oleh ormawa tersebut berkaitan 
dengan anggaran dana yang dikelolanya. Bagi mereka yang terpenting adalah 
selama organisasi dapat berjalan dengan lancar maka hal tersebut sudah dapat 
menjadi perwujudan transparansi itu sendiri. 
 Adapun dalam hal pengelolaan keuangan, menurut undang-undang nomor 
15 tahun 2004 Bab 1 ayat 6 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara 
sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Terdapat beberapa tahap 
pengelolaan keuangan menurut Adisasmita Rahardjo (2011) yang terdiri dari: 
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1. Tahap perencanaan  
 Perencanaan keuangan merupakan suatu kegiatan untuk memperkirakan 
pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. 
Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian, dalam tahap perencanaan ini, 
semua ormawa sudah melakukan perencanaan dengan baik hal itu ditandai 
dengan berjalannya semua kegiatan yang sudah direncanakan di awal saat 
pembentukan program kerja (Lampiran 4).  
2. Tahap pelaksanaan 
 Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan merupakan implementasi atau 
eksekusi dari suatu anggaran pendapatan atau belanja. Berdasarkan hasil 
penelitian, pada tahap pelaksanaan semua kegiatan yang sudah direncanakan 
diawal sudah terlaksana dengan baik. Kalaupun  terdapat kegiatan yang 
belum terlaksana dalam perencanaan tersebut dana yang seharusnya akan 
digunakan untuk kegiatan yang tidak terlaksana itu dapat dialokasikan ke 
dalam bentuk kegiatan lain (Lampiran 4).  
3. Tahap penatausahaan 
 Pada tahap penatausahaan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 
dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal atau logis) dalam bidang 
keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu. Dalam hal ini 
sebenarnya sama dengan pada tahap prosesdalam hal kesesuaian antara 
perencanaan yang direncanakan di awal dengan eksekusi kegiatannya yang 
harus benar-benar dijalankan. Karena apabila tidak sesuai dana yang ada di 
rektorat tidak dapat dicairkan (Lampiran 5). 
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4. Tahap pelaporan  
 Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan 
hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan 
selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas 
tugas dan wewenang yang diberikan. Dalam hal tersebut semua ormawa 
sudah melakukan pelaporan keuangan sebagai bentuk tanggungjawab atas 
tugas dan wewenang yang diberikan dan standar pelaporan sudah sesuai 
dengan apa yang ditetapkan oleh rektor maupun dari kebijakan masing-
masing ormawa tersebut (Lampiran 5).  
5. Tahap pertanggungjawaban  
 Pertanggungjawaban merupakan suatu tahap akhir yang dilakukan setiap 
akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. 
Dalam hal ini, berdasarkan penelitian, masing – masing ormawa sudah 
melakukan pertanggungjawaban baik itu terhadap atasan (rektorat) maupun 
terhadap anggotanya (Lampiran 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
BAB V 
PENUTUP  
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di jelaskan pada bab 
sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan sudah dilakukan oleh sebagian besar organisasi 
mahasiswa. Sebagian besar dari masing-masing ormawa sudah menjalankan 
akuntabilitasnya dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah di tetapkan 
dalam peraturan yang telah ditentukan.  
 Dalam melaksanakan pertanggungjawaban terhadap atasan masing-masing 
ormawa sudah sesuai dengan panduan penyusunan KAK, LPK, dan LPJ yang 
telah di berikan oleh pihak rektorat. Sedangkan untuk pertanggungjawaban 
terhadap anggotanya, masing-masing ormawa sudah sesuai dengan AD-ART 
yang dimiliki masing-masing ormawa. 
  Adapun transparansi dalam setiap oramawa sudah menerapkannya, baik 
dalam bentuk media sosial maupun papan informasi yang digunakan sebagai alat 
transparansi organisasi mahasiswa. Bahkan terdapat salah satu ormawa dalam 
menjalankan roda organisasi khususnya dibidang keuangan semua anggota dapat 
ikut serta andil didalamnya. Walaupun masih terdapat salah satu organisasi 
mahasiswa tingkat institut yang belum menerapkan transparansi pengelolaan 
keuangan dikarenakan para anggota sudah mempercayai pihak yang diberi 
kewenangan untuk mengelola keuangan tersebut.  
 Untuk prosedur pengelolaan keuangan, tiap ormawa sudah menjalankan 
prosedur dengan baik sesuai dengan AD-ART pada masing-masing organisasi 
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mahasiswa maupun panduan penyusunan KAK, LPK, dan LPJ yang sudah 
ditetapkan oleh rektorat. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban. Masing-masing ormawa 
memiliki kriteria dan ketentuan masing-masing dalam pengelolaan keuangan. 
Dan hal tersebut sudah dijalankan sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang 
telah dibuat tiap ormawa.   
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini hanya dilakukan pada organisasi mahasiswa ditingkat institut 
saja, dan hanya beberapa organisasi yang berkenan untuk diteliti. Dan penelitian 
hanya dapat dilakukan sebatas gambaran umum saja tidak sampai mendalam. 
Jadi, penelitian ini tidak bisa menjadi generalisasi bahwa semua organisasi 
mahasiswa IAIN Surakarta sudah melakukan transparansi akuntabilitas 
pengelolaan keuangan.  
 
5.3 Saran 
1. Dalam hal tansparansi akuntabilitas dapat disamakan standar yang 
digunakan antar organisasi mahasiswa. 
2. Pihak rektorat dapat memberikan pedoman terstruktur mengenai 
transparansi pengelolaan keuangan bagi organisasi mahasiswa yang 
dapat berfungsi sebagai kontrol terhadap penggunaan dana.  
  
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Adisasmita, R. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. 
 Yogyakarta: Graha Ilmu.  
 
Al-Abad, S.  (2008). Ayat-ayat mengenai kewajiban menunaikan  Amanah. Al-
 Manhaj. https://almanhaj.or.id. 
 
Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakart dan  Transparansi 
 Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Dewan tentang Anggaran 
 dan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi. Vol. 
 12, No. 2. Hal. 110-125. 
 
Ebrahim, A. (2003). Accountability in Practice: Mechanisms for NGOS. World 
 Development. Vol. 31, No. 5. Hal. 813-829.   
 
Gray, R. (2006). Social, enveronmental and Sustainability reporting and 
 organisational value creation? Whose value? Whose creation?. 
 Accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol. 19, No. 6. Hal 793-
 819.  
 
Greenberg, M. T., Weissberg, R. P., O'Brien, M. U., Zains, J. E., Fredericks, L., 
 Resnik, H., & Elias, M. J. (2003). Enhancing School-based Prevention and 
 Youth Development trough Coordinated Social, Emotional, and Academic 
 Learning. American Psychologist. Vol. 58, No. 67. Hal 466-474.  
 
Ifdhal, M. (2019). BPK Tingkatkan Pemahaman Mahasiswa Terkait Cara Kerja 
 Lembaga.AntaranewsAceh(Internet).https://aceh.antaranews.com/berita/58
 535/bpk-tingkatkan-pemahaman-mahasiswa-terkait-cara-kerja-lembaga. 
 
52 
 
 
 
Karina, L.L. (2003).  Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi 
 dan Partisipasi. Jira e-journal stiesia.  
 
Mahsun, M. F. S., dan Heribertus. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Ed 1. 
 Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 
 
Mardiasmo. (2001). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: 
 Andi Yogyakarta.   
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1998). Keputusan 
 Mentri  Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan 
 Perguruan Tinggi. Departmen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 
 
Moleong, L.J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Remaja 
 Rosdakarya: Bandung. 
 
Muchtar, A. (2011). Syamil Al-Qur’an Edisi Usul Fiqih. Bandung: Syamil Quran.   
 
Nafidah, L.N., dan  Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan 
 Desa di Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol. 10, No. 2. Hal. 
 273-288. 
 
Narayan, A.K. (2014). Accounting and Accountability Challenges Implementing 
 Sustainability in Tertiary Organisations. Pacific Accounting Review. Vol. 
 26, No. 1. Hal 99-111. 
 
Narbuko, C., & Achmadi, A. (2009). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi 
 Aksara.  
 
53 
 
 
 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang Pelaporan Keuangan 
 Organisasi Nirlaba.  
 
Purhantara, W. (2010). Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis. Yogyakarta: 
 Graha Ilmu. 
 
Purnami, G. A. K. M., Sulindawati, N. L. G. E., Marvilianti, P. E. (2017). 
 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Kemahasiswaan Keluarga 
 Mahasiswa Hindu Dharma Yowana  Brahma Vidya Universitas 
 Pendidikan Ganesha. e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. 
 Vol. 8, No. 2.  Hal. 1-10. 
 
Republik Indonesia. (1999). Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 
 Tentang  Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
 Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme. Lembaran Negara RI Tahun 1999, 
 Nomor 75. Sekertaris  Negara. Jakarta. 
 
Republik Indonesia. (2001). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001  tentang 
 Yayasan. Lembaran Negara RI Tahun 2001, Nomor 112. Sekertaris 
 Negara. Jakarta.  
 
Siahan, S. (2012). Menuju BPK Idaman. Jakarta: Prenada. 
 
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 
 Kulaitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 
 
Sugiono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan  Kombinasi 
 Mixed Method, Bandung: Alfabeta. 
 
Sugiyono, (2015). Metode Penelitan Pendidikan. Bandung: Alfabeta CV. 
 
Suhardianto, N.,  Surgandhi, H. (2016). Akuntabilitas Organisasi  Mahasiswa 
 Akuntansi. Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan  Manajemen. 
 Vol. 1, No. 3. Hal. 177-191. 
 
54 
 
 
 
Tan, J. B., Korina P. L. (2016). Financial Management of Student  Organizations 
 in The University of Eastern Philippines. International Journal of Sientific 
 & Technology Reasearch. Vol. 5, No. 6. Hal. 159-164. 
 
Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
 Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  
 
Undang-undang SEMA IAIN Surakarta Tahun 2018 tentang Peraturan 
 Organisasi Mahasiswa.  
 
Van, P. S., Caers, R., Du Bois, C., & Jegers, M. (2012). The  Governance of 
 Nonprofit Organizations Integrating Agency Theory with Stakeholder and 
 Stewadship Theories. Nonprofit and  Voluntary Sector Quarterly. Vol. 41 
 No. 3. Hal 431-451. 
 
Zainon, S., Atan, R., Wah, Y. B., & Nam, R. Y. T. (2011). Institutional Donors‟ 
 Expectation of Information from the Non-Profit Organizations 
 (NPOs) Reporting: A Pilot Survey. International NGO Journal. Vol. 
 6. Hal 170-180.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
 
 
 
Lampiran 1 
Jadwal Penelitian 
No  Bulan  Desember  Januari  Februari  Maret  April  Mei Juni Juli Agustus 
Kegiatan  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Penyusunan 
Proposal 
X                                    
2. Konsultasi      x  x    x  x x x        x x x    x x x  x    
3. Revisi 
Proposal 
      x      x  x                      
4. Semprop                                      
5. Pengumpulan 
Data  
              x    x     x             
6. Analisis Data                           x           
7. Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi  
                          x   x       
8. Munaqosyah                                   x   
9. Revisi 
Munaqosyah 
                                  x x 
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Lampiran 2 
Daftar Pertanyaan 
NO ASPEK PERTANYAAN 
1.  Akuntabilitas 
Hukum  
Pedoman apa yang digunakan dalam penyusunan 
laporan keuangan? Apakah dalam proses 
penyusunan laporan keuangan sudah sesai dengan 
aturan yang terdapat dalam pedoman tersebut?  
 
2.  Akutabilitas 
Program 
Apakah tujuan dari semua kegiatan sudah dapat 
tercapai? Jika tidak, alternatif apa yang dilakukan 
untuk mengganti tujuan kegiatan yang tidak 
tercapai? 
 
3.  Akuntabilitas Proses 
Dan Penatausahaan  
Bagaimana prosedur dalam pembuatan laporan 
keuangan? 
 
4.  Akuntabilitas 
Kebijakan  
Bagaimana pertanggungjawaban mengenai 
kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh 
organisasi mahasiswa? 
5.  Transparansi 
Anggaran 
1. Apakah dalam suatu periode terdapat 
pengumuman kebijakan anggaran? Jika iya 
dalam bentuk apa? 
2. Apakah dokumen anggaran dapat diakses 
dengan mudah oleh semua anggota? 
3. Kapan laporan pertanggungjawaban tersebut 
dilaksanakan? 
4. Fasilitas apa yang disediakan oleh organisasi 
untuk anggota dan masyarakat untuk 
mengetahui berbagai kebijakan dan pelayanan 
publik maupun proses-proses di dalam 
organisasi mahasiswa tersebut? 
 
6.  Perencanaan dan 
Pelaksanaan  
Persiapan apa saja yang dilakukan agar kegiatan 
dapat terlaksana dengan baik? Apakah kegiatan 
yang sudah ditetapkan dalam perencanaan awal 
sudah terlaksana? 
 
7.  Pelaporan  Bagaimana bentuk pelaksanaan 
pertanggungjawaban yang dilakukan atas tugas 
dan wewenang yang diberikan ? 
 
8.  Pertanggungjawaban  Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang 
dilakukan kepada anggota berkaitan dengan 
keuangan? 
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Lampiran 3 
Transkip Wawancara 
1. Laily – Bendahara Dema Institut 
 Untuk pedomanya kita menggunakan pedoman kerangka acuan kerja yang 
di berikan oleh setiap ormawa yang disusun oleh SPI, nah itu sudah sesuai 
karena setiap membuat laporan keuangan kita harus menyetorkan dulu ke SPI 
lalu dikoreksi. Untuk semua tujuan kegiatan sudah tercapai. Untuk proses 
pembuatan laporan pertanggungjawaban yang pertama kita menyusun KAK 
(kerangka acuan kerja) terlebih dahulu yang disitu berisi tentang deskripsi 
kegiatan, tujuan, dan sebagainya, dan ada RAB nya. Setelah kegiatan tersebut 
terlaksana baru membuat LPJ (laporan pertanggungjawaban). Dan sampai 
sejauh ini pertanggungjawabannya sudah berjalan, baik ke atasan maupun 
kesemua anggota DEMA. Dalam satu periode iya sudah terdapat laporan 
kebijakan anggaran dalam bentuk sebuah laporan keungan mengenai 
anggaran yang sudah terlaksana dalam satu periode seperti itu. Kalo 
dokumennya sendiri iya, itu bisa diakses oleh semua anggota karena terdapat 
copyan laporan pertanggungjawaban dikantor. Laporan keuangan itu ya setiap 
kali ada kegiatan langsung membuat laporan pertanggungjawabannya. Kalo 
fasiltas yang disediakan untuk anggota itu mereka bisa mengikuti kegiatan 
secara gratis, kalo untuk mahasiswa umum biasanya kita punya instagram 
DEMA I itu memuat e..gambar-gambar, foto, vidio, tentang kegiatan dema 
yang dilakukan. Untuk persiapan nya kita melakukan rapat kerja yang nanti 
akan membahas tentang program apa saja yang akan dilakukan dalam satu 
periode, nah kalo sudah kita tinggal koordinasi terus untuk melaksanakan 
kegiatan-kegiatan itu. Kalo pelaksanaan pertanggungjawaban ya itu tadi 
berupa laporan keuangan itu. Kalo bentuk pertanggungjawaban yang 
dilakukan kepada anggota itu sama, ya itu dalam bentuk laporan. Bentuk 
laporan pertanggungjawaban diakhir periode. Jadi diakhir periode itu semua 
anggota itu ikut dalam LPJan tahunan yang berbentuk hardfile berupa laporan 
itu dan bisa diakses oleh semua anggota terkait anggaran yang sudah 
digunakan dalam satu periode itu.  
 
2. Ari – Bendahara Menwa 
 Kalo untuk pedoman penyusunan laporan keuangan itu ada AD-ART. 
Kalo dari rektorat cuma dikasih panduan. Kalo acuan pakenya AD-ART 
organisasi sendiri mbak. Dalam proses penyusunannya sudah sesuai dan 
harus sesuai dengan rektorat mbak. Kalo selama ini alhamdulillah selama 
menyusun laporan sudah tercapai semua sebenarnya karena kalo kegiatan itu 
tidak tercapai menjadi tuntutan juga sih kalo ada apa apa ya namanya , sedikit 
teguran dari rektorat gitu, jadi kan udah disediakan uang dari rektorat sekian, 
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nah terserah nanti mau buat kegiatan berapa kali, kalo cuma e. . . dua kali tok 
kan ya nairin dana Cuma dua kali. Kalo yang sesuai rektorat itu yang pertama 
membuat KAK (kerangka acuan kerja) paling ndak itu H-sebulan harus sudah 
di buat kalo sudah dimasukkan lewat SPI dulu, lewat keuangan, kalo udah 
ACC tinggal pelaksanaan kegiatan. Nah setelah pelaksanaan kegiatan itu kita 
buat laporan pelaksanaan kegiatan (LPK). Trus setelah kegiatan itu kita juga 
membuat LPJ (laporan pertanggungjawaban). Kalo LPJ itu Cuma urusan 
yang keuangan, trus kalo LPK itu dikoreksi subag kemahasiswaan. Dan yang 
penting itu lampiran-lampirannya jelas, sama kalo laporan keuangan itu nota-
notanya juga harus ada. Untuk pertanggungjawabannya yang ada di 
organisasi yaitu kita mengikuti prosedur dari rektorat paling tidak kita juga 
ngeshare e... kita dapat anggaran segini itu di share ke anggota juga, gitu sih 
Cuma itu. Biasanya yang formal itu nge-share lewat rapat bulanan, nah di 
share, kalo sempet di print out kan juga. Nah semua anggota dapat melihat 
karena kita pake sistem transparansi. Kebijakan anggaran biasanya ndak jauh 
dari perencanaannya, kita mau ngadain event apa mau ngadain kegiatan apa, 
gitu tok sih, nanti kalo ada event atau kegiatan yang diperbaharui yaudah itu 
diganti. Iya pertanggungjawabannya kan dalam rapat bulanan, nah kan file 
nya ada dikomputer, nah untuk anggota organisasi selain bendahara itu saya 
persilahkan untuk membuka tapi filenya saya lock atau saya kunci biar 
angkanya ndak bisa diubah-ubah nanti kalo ada pemasukkan atau pengeluaran 
bisa saya yang mengubahnya. Untuk pertanggungjawaban ya kaya tadi kalo 
rutin itu setiap bulan dilaporkan, pergantian kepengurusan juga dilaporkan 
dan pas akhir periode nanti juga dilaporkan dan setiap ada kegiatan juga 
dilaporkan. Kalo organisasi itu menyediakan itu paling buku-buku itu sih 
laporan aja yang simpel, kami juga menyediakan akun instagram untuk 
mahasiswa lain yang ndak ikut dapat melihat event-event apa saja yang kita 
kerjakan. Menyusun proker yang akan dilaksanan mengadakan rapat 
persiapan untuk meminimalisir sesuatu yang tidak di inginkan dan yang 
terpenting adalah koordinasi dan setelah kegiatan ada evaluasi tujuannya agar 
jika ada kesalahan pada kegiatan pertama, kedua, tidak terulang kembali 
dikegiatan ketiga dan selanjutnya. Alhamdulillah semua kegiatan selama ini 
sudah terlaksana. Pertanggung jawabannya dalam bentuk LPJ tadi, sama 
rutinan kita rekap semua kegiatan selama sebulan ngapain aja danselama 
periode ngapaian aja. Sekecil apapun dibukukan, kita membuat buku besar 
untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Pertanggungjawaban kepada 
anggota lewat LPJ, dan pada saat itu anggota ipersilahkan untuk bertanya dan 
seumpama ada anggota yang berhalangan datang kita sudah menyediakan file 
simpenan di komputer ormawa dan bisa diakses kapan saja. 
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3. Azka Amalia-UKMI  
 Pedoman yang digunakan yaitu ADART yang digunankan setahun 
sebelumnya dan insyaallah semua kegiatan sudah sesuai karena dalam 
laporan sudah tercantum tanggal keterangan ebit kredit dan saldo. Insyaallah 
semua tujuan kegiatan sudah tercapai semuanya. Prosedur yang digunakan 
yang pertama yaitu menyusun neraca saldo, membuat jurnal penyesuain, 
menyusun neraca lajur, memmbuat laporan keuangan penyesuain, dan 
menyusun neraca saldo penutup. Dalam setiap tahun anggaran kebijakan yang 
dari itu berbeda-beda tidak bisa menentu, ya bentuknya itu dikasih sosialisasi 
mengenai pembutan KAK, LPJ, LPK, jadi dalam tiga acuan itu berbeda dari 
tahun ke tahunnya. Dalam lingkup organisasi sendiri tidak pernah dalam hal 
keuangan itu hanya ketika kita laporan pleno, sedangkan pleno itu ada pleno 
satu dan pleno dua itu anggota baru mengetahui tapi untuk masalah 
pengajuan ke rektorat itu yang mengetahui adalah hanya pihak bendahara dan 
pengurus harian. Dan untuk laporan pertanggungjawaban untuk lingkup 
organisasi itu di lakukan setahun dua kali pada saat pleno satu dan dua tapi 
kalau untuk rektorat itu sesudah mengadakan kegiatan. Kalo untuk fasilitas ke 
anggota ada grup wa, kita bisa share kebijakan-kebijakan yang kita 
laksanakan, kalo ndak kita kan ada bagian media dan publikasi, nah mungkin 
dari situ mahasiswa bisa mengetahui berbagai kegiatan yang kita lakukan jadi 
fasilitasnya itu cuma medsos, kalo ndak pada saat kita ngadain acara seminar, 
diklat, itu kita kalo mencari donatur kita bisa dikasih uang transport kalo 
tidak uang paketan. Untuk persiapannya sih banyak, tapi awalnya kita 
membentuk panitia kegiatan, jadi sebelum melakukan kegiatan kita dari 
pengurus harian membuatkan panitia kegiatan, nah setelah pembagian itu kita 
mengadakan rapat kerja, lalu kita menyusun persiapan atau rancangannya 
kalo sudah baru kita laksanakan kegiatannya. Tidak semua kegiatan yang ada 
dalam perencanaan itu benar-benar tercapai, karena sering terkendala waktu 
dan tempat kegiatan yang pas direncana sudah ada pas mendekati kegiatannya 
malah ndak bisa dipakai seperti itu. Kalo untuk bemtuk 
pertanggungjawabannya seperti tadi, kita kan membentuk panitia dulu tadi, 
setelah itu baru baru melakukan kegiatan, nah kita kan punya CA dan CO itu 
sebagai koordinator, lha koordinator itu yang tugasnya sebagai penggerak 
stafnya dan e...sebagai penanggungjawabnya didalam sini lah dan setelah 
selesai acarakegiatan mereka juga membuat laporan seperti LPJ. Lha sebelum 
acara jika mereka mempunyai anggaran untuk pengeluaran lha itu mereka 
pengajuan ke bendahara pengajuan itu berguna untuk kegiatan lha setelah 
untuk pengajuan itu mereka juga membuat laporan keuangan dan laporan 
mengenai stafnya jadi ada LPJ mengenai keaparatan dan kepanitiaan sama 
LPJ keuangan. Nah untuk bentuk pertanggungjawabannya membuat 
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pengajuan, lha setelah itu mereka membuat harus diminimalisir apa yang 
dibutuhkan saja tidak membuang cuma-cuma karena uang itu kan milik umat 
tidak milik kita sendiri jadi harus digunakan dengan sebaik mungkin trus 
setelah itu juga membuat LPJ keuangannya.  
 
4. Rendra-Dinamika  
 Bismillah, untuk pedomannya kita kita sesuai dengan apa yang kita 
butuhkan, kebutuhan yang dibutuhkan selama satu periode berjalannya 
kepengurusan UKM ya itu nanti uang keluar masuk dana anggaran yang 
dipakai itu selalu dicatat pedomannya pake AD-ART dalam penyusunan 
laporan keuangan selama satu periode. Dan kita alhamdulillah sudah sesuai 
dengan peraturan yang ditetapkan rektorat. Untuk kegiatan alhamdulillah 
kaya dinamika dari selama ini semua tercapai dan tidak ada halangan apapun 
yang berarti. Kalaupun ada kegiatan yang tidak tercapai biasanya kalo UKM 
lain itu dialokasikan untuk kegiatan lain atau kalo kegiatan itu misalnya tidak 
ada atau tidak bisa diajukan dengan KAK misal kegiatan yang ada 
seponsornya itu kan tidak boleh dalam KAK. Nah kalo pedoman dalam 
penyusunan laporan keuangan ya sesuai dengan yang ditetapkan kita 
mengacu sesuai dengan standar akuntansi karena dalam mengajukan KAK itu 
yang memipin kebanyakan dosen Ekonomi, trus kalo kegiatannya sama 
mengacu tahun-tahun sebelumnya sesuai uang masuk berapa, yang keluar 
berapa, untuk ini itu berapa dicatat semua secara jelas. Dan untuk 
pertanggungjawaban untuk setiap pencairan dana itu ada nanti langsung satu 
periode juga ada kalo untuk setiap pengajuan kegiatan nanti kan yang pertama 
makai KAK, setelah itu nanti apa bisa nerima uang setelah itu buat kegiatan 
dan LPJ, LPK itu ada terus setiap kali pencairan dana. Nah kegiatan itu mau 
buat apa aja, buat diklat disnatalis, buat raker, buat RTA, sama buat penelitian 
ya itu kebijakan-kebijakan selama satu periode dirapatkan oleh pengurus 
utamanya BPK mau ada kegiatan apa aja. Kalo untuk berkaitan dengan 
dokumen anggaran hmm..contohnya itu ada ya sebenarnya itu bisa dibaca-
baca anggota untuk menyusun anggaran tahun-tahun berikutnya supaya 
kepengurusan akan datang ndak usah diajari udah bisa baca dokumen. Kalau 
untuk LPJ sama kaya yang sudah saya katakan itu setelah pengajuan dana itu 
ada laporan kegiatan nah untuk satu periode nanti diakhir periode tersebut 
dibuat laporan kegiatan yang sangat rinci keuangan staf-staf itu buat apa saja. 
Kalau fasilitas untuk anggota ya sesuai dengan kemamuan kita dibagi dalam 
bidang minat bakat masing-masing dalam dinamika ya tentu saja kita 
penelitian nanti mulai dari awal itu bagaimana cara-cara melakukan 
penelitian, bagaimana menemukan masalah, lalu identifikasi itu semua ada 
penelatihannya semua sama yang lainnya itu ada penulisan popular, penulisan 
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esai dll. Trus, kita terbuka untuk semua mahasiswa, misal ada obralan buku 
atau seminar nanti bisa ikut ada bedah buku, itu terbuka untuk umum. Untuk 
persiapannya itu nanti kita pas raker itu kita merumuskan program kerja sama 
merumuskan program-program apa saja yang akan kita lakukan dalam satu 
periode nanti yaitu kegiatan apa saja ada kaderisasi, penelitian info sama 
desain grafis itu kira-kira kegiatannya apa saja dirapatkan nanti disetujui apa 
tidak gitu. Lalu untuk pelaksanaannya untuk bendahara yang pertama 
penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) sesuai dengan yang diajukan 
rektorat nanti apa namanya e..anggaran yang tadi disesuaikan dengan RKKL, 
misalnya untuk diklat butuh 10 juta, ya kita mengajukannya sesuai 10 juta itu. 
Pertanggungjawaban untuk anggota setiap pengajuan dana kita ada LPJ dan 
LPK kegiatan, kalo anggota tidak terlalu menuntut mengenai keuangannya, 
yang penting istilahnya itu harus diopeni dalam UKM itu sesuai dengan minat 
bakat UKM tersebut.  
 
5. Henti- Kopma  
 Kalo untuk pedoman penyusunan laporan keuangan itu disesuaikan 
dengan format laporan tahun-tahun sebelumnya kemudian untuk acuannya itu 
menggunakan AD-ART kopma pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan 
tanggal yang sudah ditetapkan dalam rapat kerja. Rapat kerja itu dilaksanakan 
setelah pelantikan pengurus trus untuk prosedur penyusunan laporan 
keuangan itu dengan mengumpulkan bukti transaksi kemudian dibuat laporan 
sesuai dengan urutan tanggal, trus pertanggungjawaban terhadap rektorat itu 
dengan mengumpulkan LPK, dan LPJ setelah kegiatan berlangsung LPK itu 
isinya foto-foto kegiatan trus kalo LPJ itu isinya nota-nota trus pemberitahuan 
anggaran itu disampaikan dalam bentuk LPJ pada saat rapat triwulan atau 
rapat tahunan, trus untuk dokumen itu bisa diakses oleh anggota dalam 
bentuk hardcopy yang berisi transaksi-transaksi dan dapat dilihat oleh 
anggota. Dan pertanggungjawabannya disampaikan setiap 3 atau 4 bulan 
sekali dalam setahun dapat dilakukan 3-4 kali tergantung kondisi 
menyesuaikan waktunya. Kalo untuk supaya kegiatan dapat berjalan itu yang 
pertama pembentukan panitia, kemudian menyiapkan peralatan, surat 
menyurat dan lain-lain. trus bentuk pertanggungjawabannya disampaikan 
dalam bentuk LPJ pada saat rapat triwulan itu kita diberi hardfile atau copyan 
dari LPJ seperti itu. Kalo fasilitas yang itu dari kopma habis kegiatan pasti 
ada dokumentasi yang diupload di instagram trus kalo kemudian ada kegiatan 
besar kita bekerjasama dengan publikasi dari IAIN yang akan di muat di Web 
nya IAIN dan juga kopma punya Web sendiri nanti bisa dilihat di Web 
kopma. Trus untuk bentuk pertanggungjawaban seperti tadi disampaikan 
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dalam bentuk LPJ tadi pada saat triwulan atau rapat tahunan, kalo semisal ada 
sanggahan dari anggota nanti bisa dipertanyakan seperti itu. 
 
6. Desty – Sirat  
 Yang pertama itu pedomannya dari rektorat jadi kalo dari rektorat itu 
harus sama persis jadi kita tidak bisa membuat pedoman sendiri jadi harus 
sama dengan rektorat susunannya harus sistematis. Nah..kalo sudah sesuai itu 
sesuai kalo ndak soalnya kalo tidak sesuai itu dananya tidak bisa cair. Untuk 
kegiatannya sudah tercapai semua karena setiap kegiatan yang ada disirat itu 
diagendakan tahunan dan setiap tahunnya di evaluasi lagi untuk 
tahundepannya. Prosedurnya pertama kita buat RAB (rencana anggaran 
belanja) untuk kegiatan itu lalu kalo udah diajukan ke SPI, kalo udah di acc, 
ke WR 3, lalu kesubag umum, yang terakhir keuangan. Nah itu setelahnya 
kita membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan itu seperti menyusun 
nota-nota pertanggungjawaban dalam kegiatan it, kalo sudah ACC dana baru 
bisa keluar. Dan untuk semua kegiatan alhamdulillah sudah terlaksana semua. 
Kalo untuk pertanggungjawabannya tadi itu masuk ke LPJ tadi berisi nota-
nota, foto-foto kegiatan, dan apa aja yang dibeli. Laporan 
pertanggungjawaban itu dilaksanakan jadi setiap tahun ada anggaran sendiri 
dari rektorat untuk per UKM nah itu kalo misalnya kita dituntut untuk 
mengadakan kegiatan trus agar dananya bisa turun ke unit kegiatan 
mahasiswa atau bisa dialokasikan ke kegiatan kita tapi kalo kita ndak buat 
acara nanti dananya tidak bisa turun. Iya bisa, meskipun saya bendaharanya 
yang membuat RAB, KAK, LPK, LPJ itu bukan saya tapi sekertaris atau 
carik dan teman-teman lain bisa membantu untuk proses pencairan dananya 
kalo LPJ itu dilakukan sehabis kegiatan, nah jadi sehabis kegiatan kita harus 
segera mengumpulkan LPJ kegiatan tersebut, jadi memang akurat bahwa 
acara itu berlangsung, jadi kita tidak memanipulasi mengadakan acara dan 
dana rektorat digunakan dengan baik. Jadi dana rektorat kita alokasikan ke 
barang-barang seperti backgrown, musik, gitar, itu adalah peralatan untuk 
menunjang pementasan kita setiap anggota bisa memakainya untuk belajar 
maupun hiburan. Dan untuk mahasiswa lain jadi setiap kita ada even atau 
acara nah kan ada jobdis yang publikasi, nah itu tugasnya untuk membuat 
poster yang nantinya disebarkan ke medsos atau melalui apapun itu ada yang 
admin tugasnya untuk mengupdate setiap kegiatan kita. Kalo untuk persiapan 
kita sendiri lebih mementingkan komunikasi sih, misalnya setiap ada even 
hampir setiap hari kita adakan rapat, rapat setelah itu evaluasi, sebisa 
mungkin dimaksimalkan komunikasi agar kita sesuai dengan satu visi misi 
untuk melancarkan acara. Untuk pertanggungjawaban kerektorat membuat 
LPJ, mengumpulkan nota-nota, dokumentasi audio visual atau foto yang bisa 
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digunakan sebagai pertanggungjawaban kegiatan harus bersifat nyata, dan 
dokumentasi gunanya untuk memperkuat dan untuk menurunkan dana. 
Gunanya di buat bendahara sendiri-sendiri itu supaya laporannya berimbang, 
kalo misalnya bendahara umumnya saya, merangkap bendahara even itu 
malah jadi bingung, dan untuk mempermudah membuat pertanggungjawaban 
di tiap even.  
 
7. Esti – Specta 
 Kalo untuk pedomannya endiri itu kami dapat dari rektorat nyusun buku 
penyusunan panduan gitu. Panduan penyusunan KAK, LPK, dan LPJ, disitu 
kita dapat buku yang isinya penjelasan bagaimana cara penyusunannya, kalau 
sesuai sih ya harus sesuai ndak bisa keluar dari apa yang ada di dalam buku 
panduan kalo untuk isinya sih sesuai dengan kegiatan ndak bisa beda. Kalo 
tercapai ya jelas kalo semua sudah tercapai kalo masalah keuangan kan 
otomatis mau ndak mau segala suksesnya kegiatan kan karena ada uangnya 
dan ada orangnya. Percuma kalo ada uangnya ndak ada orangnya, gitu juga 
percuma kalo ada orangnya ndak ada uangnya. Untuk prosesnya, jadi setelah 
kita nyusun KAK di keuangan yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh 
pihak-pihak yang bertanggungjawab atas itu, ada ketua umum, pembina, 
wakil rektor 3, biro keuangan, wakil rektor 3, trus cara bikin kita bentuknya 
laporan kegiatan yang dilalui, bagaimana kegiatan terjadi, sama ada laporan 
pengeluaran, baru LPJ mengenai keuangan sendiri, ada nota-notanya juga 
untuk uang turun. Kalo dari bendahara sendiri kita setiap bulan intinya bikin 
transparansi keuangan, kita bikin udah keluar segini, masuk segini, untuk apa 
aja, disitu. Kalo bikin program kerja per setengah periode dan 
pertanggungjawabannya random, jadi pertanggungjawabannya per kegiatan 
aja. Kalo untuk akses anggota, sebenarnya bisa untuk sekedar liat doang ndak 
papa, tapi kaloo otak-atik ndak bisa kalo mau tau hasilnya ndak papa, kita 
transparan. Pelaksanaan pertanggungjawaban ya setelah kegiatan itu selesai, 
karena kalo kejauhan ya ndak bisa  soalnya di situ ada SPJ (surat 
pertanggungjawaban) juga kan selama satu bulan itu ndak melaksanakan ya 
dianggap kosong atau hangus. Fasilitas ya penting transparansi mengenai 
anggaran itu sih. Persiapannya semuanya itu sudah disusun dan dirapatin jadi 
konsepnya harus mateng dan apa namanya RAB juga harus sesuai ndak bisa 
terlalu mepet dan intinya dana itu harus diperkirakan untuk cadangan dana 
yang tak terduga juga. Untuk bentuknya ya Cuma laporan itu aja sih misal 
kita bulan ini keluar duit sekian ya kita tulis kita buat laporan keuangannya 
lalu ditempel dipapan publikasi yang ada dispecta. Ya kita ada program kerja 
transparansi keuangan ya kita nulis semua kegiatan yang dilaksanakan 
sebulan, lalu kita susun dibuat LPJ nya, dan PJ musawarah kerja. 
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8. Puji – Sema  
 Untuk pedomannnya dari rektorat sesuai panduan pelaporan kegiatan, kalo 
sesuai sudah karena setiap pelaporan itu dicek oleh bagian keuangan rektorat. 
Untuk semua kegiatannya sudah tercapai. Prosedurnya, dalam membuat LPK 
mengelompokkan nota pembelian sesuai icon (belanja bahan, penggandaan, 
dokumentasi, konsumsi, jasa profesi, belanja sewa). Kemudian mengisi 
kwitansi up spby dan nota pajak, trus terakhir meminta tanda tangan pihak 
terkait pembina, SPI, rektorat, seperti itu. Pertanggungjawabannya membuat 
laporan atas segala kegiatan sesuai prosedur tadi. Pengumuman kebijakan 
ada, dalam bentuk rapat koordinasi ormawa tingkat institut dan rektorat. 
Dokumen keuangan dapat diakses dengan mudah oleh semua anggota. Kalo 
untuk info terkait organisasi kita sampaikan melalui media sosial, 
penyampaiannya secara langsung kepada ormawa melalui rapat koordinasi 
ormawa. Persiapannya seperti pada umumnya, organisasi sebelum memulai 
kegiatan harus ada rapat persiapan yang menentukan konsep acara, 
hari,tanggal, pemateri, tempat, dan lain-lain yang kemudian dieksekusi saat 
pelaksanaan. Bentuknya melaksanakan tugas semaksimal mungkin sebagai 
bentuk pertanggungjawaban atas amanah kita. Pertanggungjawaban keuangan 
keanggota organisasi akan kita sampaikan setelah LPK kegiatan selesai.  
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Lampiran 4 
Akuntabilitas Hukum.  
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Lampiran 5 
Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan panduan penyusunan KAK 
(Kerangka Acuan Kerja), LPK (Laporan Pelaksanaan Kegiatan), dan LPJ 
(Laporan Pertanggungjawaban).  
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Lampiran 6 
Time line program kerja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 
 
 
 
Lampiran 7 
Upgrading dan Rapat Kerja. 
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Lampiran 8 
Dokumentasi setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan.  
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Sumber: Instagram DEMA-I, IAIN Surakarta. 
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Lampiran 9 
Surat keterangan telah melakukan penelitian.  
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